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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah kami
selesaikan penulisan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sesuai dengan sistematika dan acuan
yang telah ditetapkan. Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa merupakan laporan atas pelaksanaan tugas dan kegiatan selama 1 tahun
dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 untuk disampaikan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa selama 1 (satu) tahun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah
melaksanakan beberapa program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis
yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025. Sebagai wujud
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan antara lain dengan peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya dalam Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini kami susun sebagai
pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan selama 1 (satu) tahun. Kami
merasa bahwa laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, namun kami telah
berusaha baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami mengharapkan
masukan dan saran bagi para pembaca/lnstansi terkait untuk penyempurnaan lebih

lanjut.

Karanganyar, 31 Desember 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten
Karanganyar merupakan instansi teknis daerah yang secara khusus menangani
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa. Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, Dispermades memegang peran
strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintahan desa serta meningkatkan
partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan
akuntabel, Dispermades Kabupaten Karanganyar menyusun Laporan Pelaksanaan
Tugas (LPT) Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi selama satu tahun anggaran. Penyusunan laporan ini didasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar, serta peraturan pelaksanaannya.

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan seluruh capaian kegiatan yang
telah dilaksanakan, baik kegiatan rutin maupun pembangunan, dalam mendukung
program pemberdayaan masyarakat dan penguatan desa. Selain itu, laporan ini juga
berfungsi sebagai bahan evaluasi internal dalam rangka peningkatan kinerja
organisasi serta sebagai bahan informasi bagi para pemangku kepentingan terkait.

Dengan demikian, Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2025 ini diharapkan
dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi Dispermades
Kabupaten Karanganyar dalam pembangunan daerah, khususnya dalam bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, serta sebagai dasar perencanaan yang lebih

baik untuk periode selanjutnya.

B. Dasar Hukum
1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.



Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
Anggaran 2024.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
Anggaran 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Bupati Karanganyar nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
Anggaran 2024.

7. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

8. Rencana Kerja Anggaran Penetapan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Penetapan.
Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Perubahan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) ini adalah sebagai

upaya untuk mendokumentasikan serta memberikan gambaran menyeluruh

mengenai pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar selama satu tahun

anggaran. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini adalah

sebagai berikut:

Memberikan laporan capaian program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Tahun 2025.

Mengomunikasikan pencapaian indikator kinerja tahunan yang berkaitan

dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis dinas.



Menjelaskan tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan
program kerja sebagai bentuk akuntabilitas publik selama 1 (satu) tahun
anggaran.

Menyediakan bahan evaluasi internal untuk peningkatan kinerja organisasi
serta dasar perencanaan pembangunan yang lebih baik bagi Pemerintah

Kabupaten Karanganyar di periode selanjutnya.



BAB I
DESKRIPSI UNIT KERJA

A. Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar

adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas

mempunyai fungsi :

2. Sekretariat

Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi pemerintahan
dan pemberdayaan Masyarakat desa yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan.
Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi
pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat desa yang
menjadi kewenangan Pemerintah daerah dan tugas perbantuan
yang ditugaskan.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang
administrasi pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat desa
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas
perbantuan yang ditugaskan.

Pelaksanaan administrasi Dinas.

Pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

a. Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi,



pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, asset,
kerumahtanggaan, Kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian
dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan
administrasi.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud, Sekretaris
mempunyai fungsi :

» Pengoordinasian kegiatan.

» Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Kerja.

» Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,
kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan Masyarakat, arsip
dan dokumentasi.

» Pengoordinasian tatalaksana.

» Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.

» Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah  (SPIP) dan pengelolaan informasi dan
dokumentasi.

» Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah
dan pelayanan pengadaan barang/jasa.

» Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan lingkup tugasnya

» Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
a. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan
serta evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Pemerintahan
Desa.
b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

» Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang administrasi
pemerintahan desa dan perangkat desa.

» Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang adminstrasi

pemerintahan desa dan perangkat desa



Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

a. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan

serta evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan aset desa.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang

Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perencanaan,
penatausahaan dan pelaporan keuangan desa serta
pengelolaan aset desa.

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa

Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa

Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan

serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat

desa.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala

Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan
Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat
desa pengembangan teknologi tepat guna, partisipasi
masyarakat, kerjasama desa serta pengembangan sarana dan
prasarana desa.

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang
pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan dan
adat istiadat desa pengembangan teknologi tepat guna,
partisipasi masyarakat, kerjasama desa serta pengembangan
sarana dan prasarana desa.

Penyiapan bahan evaluasi kebijakan bidang pemberdayaan

Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat



desa pengembangan teknologi tepat guna, partisipasi
masyarakat, kerjasama desa serta pengembangan sarana dan
prasarana desa.

» Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

B. Jumlah Program Nasional yang Dilaksanakan oleh OPD

Program Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Karanganyar yaitu Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2025.

C. Standar Operating Procedure (SOP) OPD

Dalam upaya menjamin konsistensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Karanganyar telah menyusun dan menerapkan sejumlah Standar Operating
Procedure (SOP) yang mengatur alur kerja dan mekanisme pelayanan. SOP tersebut
disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan
operasional untuk menciptakan tata kelola yang transparan, efisien, dan berorientasi

pada hasil.

D. Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang Berkaitan dengan Pelaksanaan

Program dan Kegiatan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Badan Usaha Milik Desa.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
Anggaran 2025.

3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa.



5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 400.10/39 Tahun 2025 tentang
Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Kegiatan Tentara Nasional Indonesia
Manunggal Membangun Desa Sengkuyung |, Sengkuyung Il, Sengkuyung lll,
dan Reguler Ke-126

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai
dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar. Adapun Bagan

Susunan Organisasi sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kepala Dinas

Sekretariat

t
1 —
Subbagian Umum

Kelompok +
Jabatan Funsional
=sszmzmesam=Emm=El

[ I 1

1 e
Bidang Administrasi Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Bidang Pemberdaysan Masyarakat
Desa Aset Desa Desa

UPTD

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

F. Kepegawaian Berdasarkan Urusan yang Dilaksanakan

1. Daftar Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 1. Daftar Pegawai Dispermades

No Nama NIP PNS / Pangkat / Gol
PPPK

1. | SUNDORO BUDHI 19720620 199203 1 002 PNS | Pembina Utama Muda -
KARYANTO, S.Sos., M.A.P. IVic

2. | SOENARTO, S.P.,M.M. 19710315 1997031009 | PNS | Pembina Tk.l - IV/b

3. | ARY WIDYHASTUTIK, 19820123 200012 2 001 PNS | Pembina - IV/a
S.S.T.P., M.M.

4. | DIANA ARY ANDRIYATI, S.H. | 19830704 200604 2008 | PNS | Pembina—1V/a

5. | YOSEP ANUNG 19720528 200501 1 005 | PNS | Penata Tk.I - lll/d
DARMAWAN, S.E.

6. | AGUS CAHYONO, S.Sos., 19710811 200604 1 011 PNS | Pembina —IV/a
M.Si.

7. | NGADIYONO, S.E., M.M. 19730211 199503 1 003 | PNS | Pembina —1V/a




8. | DWI PRIHANTO, S.I.P., M.Si 19810221 201001 1 017 PNS | Penata Tk.l - lll/d

9. | SUDINAR, S.Pd., M.M. 19710319 199203 1 003 PNS | Pembina - IV/a

10. | AGUS SETYAWAN, S.Sos. 19710805 199301 1 002 PNS | Penata Tk.I - lll/d

11. | RAHAYU NURROHMANI, 19790910 200604 2 017 PNS | Penata Tk.l - lll/d
S.H.

12. | HARUN WASKITO, S.Sos., 19800420 200912 1 001 PNS | Pembina - IV/a
M.A.P.

13. | ARDHYKA MUR 19870121 200701 1 002 PNS | Penata Tk.l - lll/d
HERMAWAN, S.I.P. M.M

14. | AGUS PRIYONO, S.E. 19740820 200312 1 002 PNS | Penata Tk.l - lll/d

15. | EKO PUJIATI, S.H. 19800707 200604 2 027 PNS | Penata Tk.l - lll/d

16. | JALU PRASETYAAJI, S.A.P., | 19800704 201101 1 010 PNS | Penata Tk.I - lll/d
M.Si.

17. | SRI PURWATI, S.Sos. 19791218 201101 2 009 PNS | Penata Tk.l - lll/d

18. | WILLYANTO WARDHANA, S. | 19850419 201101 1 013 PNS | Penata Tk.l - lll/d
Sos.

19. | IRFAN AFIFUDIN, S.Sos. 19850608 201101 1 013 PNS | Penata Tk.l - lll/d

20. | PRISKA HEVIANGGITASARI, | 19870130 2011012 012 PNS | Penata Tk.I - lll/d
S.Sos.

21. | ZALDYAH, S.Sos. 19760723 200701 2 020 PNS | Penata Muda Tk.I - lll/b

22. | FAJAR SETYA NUGRAHA, 19871116 202012 1 005 PNS | Penata Muda Tk. | - lll/b
S.Kom.

23. | WAHONO GUNTUR 19890220 202012 1 006 PNS | Penata Muda Tk. | - lll/b
PRAKOSA, S.E.

24. | IPPOLITA SUHARTO, S.E. 19930626 202012 2 007 PNS | Penata Muda Tk.I - lll/b

25. | ALINA PRAMA SEPTA, S.Ak. | 19880901 201503 2 003 PNS | Penata Muda - lll/a

26. | DEWAN SIDIQ ATMAJA 19901212 201503 1 006 PNS | Penata Muda - lll/a
PUTRA, S.Ak.

27. | TRI SUWARNO 19730219 200701 1 007 PNS | Penata Muda - lll/a

28. | MARIO SEBASTIAN 19890331 202203 1 002 PNS | Penata Muda - lll/a
PRABOWO, S.I.P.

29. | BAGAS KURNIAADI, S.1.P. 19981129 202203 1 008 PNS | Penata Muda - lll/a

30. | VIKA MUTIARA PRADANI, 19971219 202203 2 018 PNS | Penata Muda - lll/a
S.Sos.

31. | BURHANNUDIN DWI 20020602 202409 1 001 PNS | Penata Muda - lll/a
IKHSANI, S.Tr.I.P.

32. | HARTONO, S.A.P. 19790906 201001 1 012 PNS | Pengatur Tk. I - 1l/d

33. | RAMDHAN ASHARI, S.Ak. 19960204 202203 1 005 PNS | Pengatur - ll/c

34. | SUROTO, S.Ak 19750627 200701 1 011 PNS | Pengatur Muda Tk. | -

Il/b

35. | RIDHO WAHYONO, 19970417 202505 1 002 PNS | Pengatur - ll/c
A.md,Kom.

36. | RANI AYU LESTARI 20000715 202521 2010 | PPPK | Golongan V (Lima)

37. | ISMAIL ATTAMA ADHA 20010208 202521 1 006 | PPPK | Golongan V (Lima)

38. | RENDRA SRIYANTO 19930525 202521 1 055 | PPPK | Golongan V (Lima)

39. | GILANG PRAKOSO 19990126 202521 1 010 | PPPK | Golongan V (Lima)

40. | WAHYU SETYANTO, S.H. 19760603 202521 1 039 | PPPK

41. | IRAWAN ANDI PRASETYO 19880912 202521 1 087 | PPPK

42. | EKA MASIHI JUNIYANTO, 19880601 202521 1 125 | PPPK
S.I.Pust

43. | RIYAN HANDOKO PUTRO, 19960728 202521 1 094 | PPPK
S.M

44, | RATIH DWI UNTARI, S.E. 19931021 202521 2 069 | PPPK

45, | SIGIT DANU ASMORO, 19800504 202521 1 090 | PPPK
S.Sos

45, | NITAARIYANI W, S.TP 19860119 202521 2 035 | PPPK

46. | ELYA PANGASTUTI, S.P. 19921128 202521 2 077 | PPPK
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48. | RENGGAALLAN DIATMAJA, | 19910327 202521 1 077 | PPPK
S.E.
49. | PUTRI NOVA BUDI THL
DIMASTUTI, S. Ak
50. | SONI WIDIYARTO, S.Kom THL
51. | BINTAR BANI RIYADI THL
2. Daftar Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
Terisi
Tabel 2. Daftar Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Terisi

No Nama Jabatan Struktural

1. | SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

2. | SOENARTO, S.P.,M.M. Sekretaris

3. | YOSEP ANUNG DARMAWAN, S.E. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan
Desa

4. | DIANA ARY ANDRIYATI, S.H. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan
Aset Desa

5. | ARY WIDYHASTUTIK, S.S.T.P., M.M. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa

6. | AGUS CAHYONO, S.Sos., M.Si. Kepala Sub Bagian Umum

3. Daftar Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang

Belum Terisi

Tabel 3. Daftar Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Belum Terisi

No

Jabatan Struktural

Eselon

Nihil

*) Semua eselon IV kecuali Kasubag Umum dan Kepegawaian, mengalami penyetaraan menjadi Jabatan Fungsional.

4. Daftar Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 4. Daftar Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No Nama NIP Pangkat / Gol
1. | HARUN WASKITO, S.Sos., M.A.P. 19800420 200912 1 001 | Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Madya
2. | NGADIYONO, S.E., M.M. 19730211 199503 1 003 | Perencana Ahli Muda
3. | DWI PRIHANTO, S.I.P,, M.Si 19810221 201001 1 017 | Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda
4. | SUDINAR, S.Pd., M.M. 19710319 199203 1 003 | Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda
5. | AGUS SETYAWAN, S.Sos. 19710805 199301 1 002 | Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda
6. | RAHAYU NURROHMANI, S.H. 19790910 200604 2 017 | Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda
7. | ARDHYKA MUR HERMAWAN, 19870121 200701 1 002 | Penggerak Swadaya
S.I.P. M.M Masyarakat Ahli Muda
8. | JALU PRASETYAAJI, S. AP, M.Si. 19800704 201101 1 010 | Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda
9. | SRI PURWATI, S.Sos. 19791218 201101 2 009 | Penggerak Swadaya

Masyarakat Ahli Muda
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10.

WILLYANTO WARDHANA, S. Sos.

19850419 201101 1 013

Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda

11.

IRFAN AFIFUDIN, S.Sos.

19850608 201101 1 013

Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda

12.

PRISKA HEVIANGGITASARI,
S.Sos.

19870130 201101 2 012

Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda
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BAB Il
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

C. Urusan Pilihan



D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
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BAB IV
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

C. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

D. Urusan Pemerintahan Pilihan
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15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30
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E. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

F. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

G. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

H. Unsur Kewilayahan
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l. Urusan Pemerintahan Umum

J. Unsur Kekhususan
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BAB V
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten

34



B. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten
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C. Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Desa
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BAB VI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR LAYANAN MINIMAL

Nihil
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A. Inovasi

B. Penghargaan

BAB VII

38
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BAB VIl
PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan program kerja selama Tahun Anggaran
2025, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karanganyar telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal
sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Secara umum, seluruh
kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan telah memberikan dampak
positif yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya dalam
peningkatan kapasitas pemerintahan desa, penguatan ekonomi lokal, serta
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kegiatan-kegiatan yang diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa telah menjadi salah satu wahana penting dalam upaya
pencapaian kesejahteraan masyarakat serta percepatan perkembangan
perekonomian di tingkat desa, sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar.

Untuk periode mendatang, Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu melanjutkan dan mengembangkan
program serta kegiatan yang telah terbukti efektif dan berdampak. Dengan demikian,
program-program tersebut dapat terus dioptimalkan sebagai sarana strategis untuk
mewujudkan masyarakat desa yang semakin sejahtera, mandiri, dan berdaya saing
di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban dan bahan evaluasi untuk perbaikan serta peningkatan kinerja

di masa yang akan datang.



